PEMERINTAH KOTAMADYN DAERAH TINGKAT If
MOJOKERTO

PERATURAN DRERNH KOTAMAGDYN DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO
NOMUOR 7 TAHUN 1995

TEMNTANG

PERUBAHAN PERTAMO PERATURAN DAERANH KOTAMADYA DAERNH TINGKAT 11
MOJOKERTO NOMODR 1 TAHUN 1992 TENIAMG L[ZIN TEMPAT USHHA DAN IZIN
UNDANG — UNDAMG GANGGUHAN ( HINDER ORDONNNTIE )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERNH TINGKAT 11 MOJUOKERTO

Menimbiang : a. bhatwa dalam rangka menunjang berhasilnya pelakza—
naan pembangunan yang bertumpue pada  pemerataan
nembangunan dan hasil-hasilnya, Srtabilitas Na-
sional vyang sehat dan dinamis zerta pertumbuhan
ckonomi yang cukup tinggyr, perla ditingkatkan
partisipasi masyarakat khususnya di bidang uwsaha
dengan menciptakan lingkungan yang ochat, ter—
atur, aman serta efisien dengan memberikan fasi-
litas pelayanan yang lengkap, tepat dan memenuhby
persyaratan dan ketentuwan vang berlaku ;

b. babwa setiap kegistan usaha pada dacarnya menim-
bulkan dampak terhadap lingkungan hidup vyang
perlu diperkirakan pada percncanaan awal, sehing-—
ga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah
penangagu langan  dampak negatif  dan pengembangan
dampak positif kegiatan tersebut H

c. babwa untuk mclaksanakan maksud tersebut huruf a
dan b konsideron: ini dan berhubung ketentuan yang
ada dalam Jsin Tompad Usaha dan Tzin Undang
Undanyg Gangguon {Hinder Grdonantie) sebagaimana
diatur dalam Pcoraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Mojokerto Nomor I Tahun 1992, sudah
tidak sesual lagi dengan  perkembangan  keadaan
dewasa 1ini, maka dipandang perlu untuk diadakan
perubahan deongan menuvangkan ketentuan perubahan
dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengangat : 1. Undang—undang Nomor Sangguan (Hinder UOrdananiic)
Sthl. tahun 1924 Nomor 22&6 yang diubabh  dan di-
tambah dengan Sthl, tabhun 1910 Nomor 14 dan 4050

2. Undang-undang Nomoar 17 tabhun 19250 tentang Pemben-
tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propins:
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat

3. Undang-undang Momor 12 Drt  tahun 1957 tentang
FPeraturan Umum Retribusi Daerah H

1. Undang—undang Nomor 35 tahun 1971 tontang Pobok-
pokok Pemerintahan di Daerah H

5. Undang—undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanam-—
an Modal Asing Juncto tindang-undang Momor 11 ta-—
hun 197C torntang Poeorubahan dan Tombahan Undang  —
urtdang Nomor 1 tabhun 19267 tentang Penanaman Modal
o ing H
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ndang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Penanam-—
an Modal Dalam Negeri Junctoe Undang-undang  Nomor
12 tohun 1770 tentang Perubaban dan Tambahan
Undang—undang Namor & tabhun 1253 terntang Penanam
an Modal Dalam MNeger: A

Undang-undang Noamge L3 tahun 1980 tentang Jalan

Undang—-undang Nomar 4 tahun 1982 tentang Ketentu-—
an—ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Undang-undang Nomor 5 tabhun 1984 tentang Per-—
industrian '

Undang—undang Nomor 8 tahbun 12841 tentang  Kitab
Undang—undang Hukum ficora Pidana g

Peraturan Pemcerintah Nomor 47 Lahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerany Ting-—
kat Il Molaokorio H

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 19893 tontang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara
Pidana H

Poraturan Pemerintah Nomor 2& tahun 1985 tentang
Jalan 3

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tabun 1287 ftentang
Izin Usaba Industrai ;

Instruksi FPrecidon Bepublik Indonesia Nomor 5 ta—
buit 19284 tentang Pedoman Penyederhanaan don  Pe—
ngeondal ian perizinan dibidang Usaha H

Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 12 tahun
1981 tenbtanag Pronyvempurnaan  Peraturan Moenteri
Dalam Negeri Momor 3 tahun 1964 tentang Tata cara
FPenyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah,
Pemberian lzin Hangunan serta Izin Undang—undang
Gangguan {Hinder lrdonantie} bag:r Perusahaan—
perusahaan  yang mengadakan Penanaman  Modal me—
nurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1267 dan Un-
dang—undang Namor & tahun 1968

Peraturan Menteri DRalam Negeri Namoar 1 tahun 1985
tenitang Tata €Cara Pengendalian Pencemaran  hagl
Perusahaan—perusahan vyang mengadakan Fenanaman
Modal wmenurut Undang—undang Nomor 1 tahun 1967
dan Undang—undang Nomor & tahun 1948

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 4 tahun 1987
tentang Penertiban Pungutan—pungutan dan  Jangka
Wak tu terhadap Pemherian Izin tindang—undang
Gangguan H

Peraturan Menteri Daiam Negeri Momor 7 tahun 1993
tentang Izin Mendirikan Hangunan danr 1zin Undang-
wndang Bangquan ;.

Feputusan Menteri Dalam HNegeri Nomor B4 tahun
1993  tentang Bentuk Peraturan Daerabh dan Pera-—
turan Dacrah Porubahan H

Instruksi Moenter: [Dalam Negeri Nomoer 32 tahun
19914 tentana 'rrlakcanaan Pomberian [zin Mendiri-—
kan Bangunan dan lzin Undang—undang Gangguan bagi
Perucahaan Insiastr o :



22. Poraturan Dacrabh ¥Kotamadya Daerabhy Tingkat Ty
Moickertc Nomor 7 tahun 1983 tentang Hencana In-
duk Kota Kotamadya Daerabh Tinckat T Mojokerto

23. Peraturan Pasrah Kotamadya Daerah Tingkat IT
Mojokerto Nomar 1 tahun 1990 tentang Penyaidik
Pegawai MNegeri Sipil di  lingkungan Pemerintah
Kotamadya Dacrabh Tingkat I Mojokoerto.

Bengan Persetujiuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH £OTAMADYA DAERAH  TINGKAT 11 MOJOD-
KERTO TENTANG PERUBMNINN PERTAMA  PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAGH TIMGEAT I MOJOKERTS NOMOR @0 TAHMUN
1292 TENIANG TZIN TEMPAT USAHA  DAN  HNDRANG-UNDANG
EANGGLAN {(HINDER URDUGNANTIE) .

Pasal 1

Peraturan Daoerah Kotamadya Daerah Tinghrat 11 Meries-
kerto Nomor | tahun 19927 tentang Tzin Yempat Usaha
dan lzin Undang—undang Gangguan {(Hinder Ordonantie?
vang telah dicabkan dengan Keputuzan Gubernur Kepsla
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Julil 1997
Nomor 35%9/P tahun 1992 dan diundangkan dalam Lembar -
an Daerah Kotamadya Daerah Vingkat II Moiokerto
Nomor /B tanggal 25 fHqustus 1992 sery B, diubah
sehagai berikut =

Poasal 9 ayat (2, {3} dan (4) diubah dan harus di-
baca H

(2) Besarnya punqutan dimaksud pada avat (1) PFacal
ini ditetapkan sebagai berikut H

RUUG = TL X It X IG X LRTU.

RUUG

iy

Hetrihu<il torin tempal usabha atau retribu-—
L irie undang-undang gangguan yang harus
dibayarkan keposda Pemerintah Daerah oleh
aorang seorang dan atau olcoh Bodan  Usaha

Bailk Swasta, BUMMN maupun Pemerintah.

TL : Tarip Lingkungan adalah hecarnya pungutan
per m dar i iuac ruang usaha yang moe
liputi bangunan tertutup maupun terbuka
sesual kondisi lingkungan.

Becarnya tarip lingkungan adalah sebagai
berikut =

a. bLingkungan Induster: Rp. 2Z90,- {(dua ra-
tus lima puluh rupiah} H



{4}

b. Lingkungan Portokean Rp. 275,-(dua ra-
tun tuluh pulub laima rupiah) H

c. Lungkungan Pasar Rp. 2759 { dua ratus
tirjub pulub Jima rupiah ) H

d. i inghungan Pemukiman  Rp. 275, - { dua
ratun tugub pulah lima rupiah ) H

. Lingkungan Porgudangan Rp. 279,— { dua
ratus tujuh pulub lima rupiah } H

f. Lingkungan Sosial RAp. 300,- ( tiga ra-
tus rupiahb } H

Y. Lingkungan lain Rp. 1L, - { =weratus
liwa puluh rupiah ).

1N : Indcks Lokasi adalah angka indeks yang di
dasarkan pada klasifikasi jalan. Besarnya
Indeks Lokasi adalah sebacai berikut H

a. Jalan Arteri indeksnya 2

b. Jalan Kolektor Primer indekonya 1,79
c. Jalan bLokal Primer indeksnya 1,79
d. Jalan frteri Primer  indeksnya 1,50
. Jalan Arterl Sekuuder wdeksnya 1,30

f. Jalan kolcktor Sekunder indcksava 1,25
g. Jalan Lingkuigan indeksnya 1

1G : Indels Uangguan adalab angba indeks besar
kecilny: gangguant yang mangkin ditimbul-—
kan  wich  Jjenis wucaha. Besarnya Indeks
Gangguaen adalah sebagai berikut -

a. Kegiatan yang menimbulkan dampak pen-—
ting indeks gangguannya 2

b. Kegiatan yvang menimbulken dampak kti—
rang penting indeks gangauannya 20

c. Kegiatan yang tidal tormasuk kriteria
a dan b termasuk tempat usaha  indeks-
nya 1.

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

intuk usaha minyak tanah zat-zat cair varnag mudah
terbakar terdiri dari :

a. fAgen dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.0060, -
{seratus lima puluh ribu rupiah) H

b. Sub agen dikenakan pungutan sebesar .........
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) H

c. Pengecer dikenakan pungutan sebesar .........
Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah} .

Dalam hal 173:n diberikan untuk per luasan Per-
usahaan, dimaksud vada avat (2) Pasal ini  maka
besarnya punmutan ditetapkan secual dengan  avyat
(2) Pasal ini .



Pacal 11

Peraturan Dagrah ini malaxr berlaku pada tenggal di—

undangkan.

Ngar setiap orany dapat mengetahuinya memerinlahikan
pengundangan  Peraturan Daerah il dengan penempa-
tannya dalam Lembaran Daerah Koptamadya Daerah  Ting-

kat 11 Mojokerto.

Ditetapkan di

Mo joker t
pada tanggal 3

O

Agustus 1995

DEWNN PERWNKILNAN RAKYAT DAERAH WAL TKOTAMADYH KEPALA DAERNAH
KEOTAMADRYA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO TINGKAT 11 MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
R. SODEHADT TEGOEH SOEJOND, S.H.

Dinsahkan dengan Keputusan Gubernuer Kepala Daerah Tingkat
Jawa Timur tanggal &6 Desember 1995

.. BUBERNUR KERPALNA DAERAH TINGKNAT
JAWA TIMUR
Lih, Neisten Ketataprajaan

Cap. tid.
PUTL SETIAWAN, S.H.

Pembina
NIP. 210 037 151

Diundangkan dalam tembaran Daerah Kotamadya Baerah Ting-

kat I Mojoker to Tahun 1996 Seri B tanggal B Januarly 1926 Nomor
3/78.

fAon. WALIKOTAMADYN KEPALN DAERAH TINGKAT
MOJOKERTO

Cap.- ttd.
Drs. BO I M IMN

Pembina Tk I.
NIP., 010 045 241

-

Ir



PENJELNSAN

ATAS

PERATURAN DAERNAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTNNDG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMNDYA DAERAH TINGKAT 1!
MOJOKEHRTO NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG TZIN TEMPAT USAHA DAN (71K

UNDANG - UNDANG GANGGUAN ( HINDER ORDONANTIE )

PENJELNASNAN UMUM

Pada dazarnya Poraturan Doerah ini adalah  member ikan
landasan hukum yang formal terbadap perubahan e€ara  perhitungan
pengenaan pungutan terhadap Izin VTempat Usaha dan Izin Undang-—
undang Gangguan herdasarkan pedoman yang tertwang dalam  Per-—
aturan Menteri Dalam Negeri Momor 7 tabun 1993 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomar 32 tahun 1994, disesuaikan dengan
srtuasi, kondisi dan poiensui dacrahb, yang padae prinsiprya tidak
menberatkan masyarakat /ioveslar.

Dengan demikian maks kepada setiap pemilik tempat usaha
dalam rangka memenuhi kewajiban eembayvar retribusi Izin Tempat
Usaha dan atau Izin Undang-undang Sangguan (Hindcr Ordonantie)
dapat lebih diefektifkan pengaturan, pengendalian dan  peng-—
awasannyd, domi terciptanya tata ruang kota webagaimana  yang
diharapkan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

PENJELANSAN PASAL DEMI PNASAL

Pasal I : Yang dimaksud dengan lingkungan
laan adalah lingkungan vang belum
diatur dalam Rencana Tehnik Ruang
Knta.

Pasal I1 : Cukup jelas.



